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: 180.0/1606 Kepada
: Segera

Yth. Bupati Tegal

: Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan

Bupati Tegal

di-
SLAWI

Menindaklanjuti Surat Bupati Tegal Nomor 100.3/A.487/01.02 tanggal 10 Juni 2024 hal

Permohonan Fasilitasi, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati
Tegal tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa sebagai berikut:

1.
2.

Konsiderans "menimbang" frasa "Alokasi Dana" agar dihapus.
Dasar Hukum "mengingat":

a. Angka 4 frasa "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)" agar diubah
menjadi "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6914)".

b. Angka 6 dan angka 10 agar dihapus.

c. Agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pasal 1:

a. Angka 6 frasa "atas peranan penting Desa dalam melakukan pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah" agar dihapus.

b. Angka 11 agar dihapus.

c. Angka 13 agar disesuaikan dengan Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa.

Pasal 8 agar disesuaikan dengan Pasal 97 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
terkait besaran penghitungan bagi hasil pajak dan retribusi.

Pasal 12 agar dikaji dan dicermati kembali terkait rumusan norma mekanisme penyaluran
Bagi Hasil PDRD.

Pasal 18 ayat (2) agar dicermati kembali terkait penggunaan Bagi Hasil PDRD sesuai
dengan kewenangan desa.

BAB VIl agar ditambahkan pengaturan terkait pelaporan Bagi Hasil PDRD.

Pasal 20 agar dicermati kembali terkait bentuk pembinaan pengelolaan Bagi Hasil PDRD.
Pasal 22 agar dicermati kembali rumusan norma pengaturannya.

. Lampiran agar dicermati kembali konsistensi pengaturannya dengan ketentuan dalam

batang tubuh.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati

dimaksud dan sesuai ketentuan Pasal 110 Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah bahwa Penjabat Bupati dalam melakukan penandatanganan Rancangan Peraturan
Bupati, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.



Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.
a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Sekretaris Daerah
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Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

Gubernur Jawa Tengah;

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Prov. Jateng;
Kepala Dispermades Prov. Jateng;

Kepala Biro Hukum Setda Prov. Jateng.

ok w0~

E!_ Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh
SlehAl  Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.




		2024-07-11T16:13:12+0700




